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Poverty is decisive in the onset of evil, due to the economic situation, which is below average, 
plus the increased needs of life make them desperate and cause negative thought to commit 
crimes and things that deviate from legal norms and religious norrma. Gambling at the head 
of a village chief is a solution for the perpetrators whose preconforcity is on average, and 
perpetrators of gambling crimes driven by the environment of gamblers and their cities, and 
the habit factor of gamblers and entertainment factors. The authors in this study used empirical 
as a reference to data collection to encourage the causes of gambling and repressers or 
penalties for gambling players during the selection of village heads.  
Keywords: Gambling, Poverty, Negatif 
ABSTRAK 
Kemiskinan adalah hal yang menentukan dalam timbulnya kejahatan, dikarenakan keadaan 
ekonomi, yang prekonemiannya dibawah rata-rata, ditambah lagi kebutuhan hidup yang 
meningkat membuat mereka terdesak dan menimbulkan fikiran negatif untuk melakukan 
kejahatan dan hal-hal yang menyimpang dari norma-norma hukum dan norrma agama. Berjudi 
saat pemilihan kepala desa adalah solusi bagi pelaku perjudian yang prekonomiannya dibawah 
rata-rata, dan pelaku tindak pidana perjudian yang didorong dengan lingkungan para penjudi 
beserta bandar-bandarnyanya, dan faktor kebiasaan pelaku berjudi dan faktor hiburan. Penulis 
dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris sebagai acuan pengumpulan data untuk 
menngetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian dan penindakan atau sanksi bagi 
pelaku perjudian saat pemilihan kepala desa. 
Kata Kunci: perjudian, kemiskinan, negatif 
 
PENDAHULUAN 
    Di masyarakat Indonesia judi sudah bukan hal baru lagi, karna perjudian telah terkenal sejak 
jaman kerajaan-kerajaan di Indonesia dengan bermacam-macam bentuk dan jenisnya, bentuk 
tesebut disertai dengan taruhan, baik benda bergerak dan benda tidak bergerak. Bentuk 
perjudian di atur dalam buku II KUHP pidana, sebab perjudian tergolong sebagai kejahatan. 
Perjudian bagi masyrakat umum bisa menimbulkan problem sosial yang dilarang oleh agama 
dan hukum. Perjudian berdampak buruk bagi individu itu sendiri, masyarakat maupun terhadap
                                                          
       1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 
Zahid ubaidillah, Penerapan Hukum Pidana Yang Mengatur Soal Perjudian… 
1505 
 
keluarganya. Pengertian lain dari judi dapat dilihat dalam kamus istilah hukum yang 
menyebutkan perjudian sebagai Hazardspel atau kata lain dari kansspel, yaitu permainan judi, 
permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada.2  
     Berdirinya suatu Negara pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai, tidak satupun Negara 
yang dibentuk tanpa memiliki suatu tujuan.3 Dalam prespektif hukum, perjudian meupakan 
suatu tindak pidana delict dalam hukum pidana perjudian di masukkan kedalam bentuk 
kejahatan norma kesopanan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang 
penertiban perjudian, dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.4 
Perjudian merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh, 
penegakan tindak pidana perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik, karena perjudian 
sering kali sudah dianggap hal yang wajar dan sah, namun disisi lain perjudian sangat 
berdampak negatif dan mengancam ketertiban sosial masyarakat 
     Didalam suatu masyarakat terdapat nilai-nilai yang meupakan rangkaian konsep-konsep 
abstrak yang hidup dalam alam pikiran kelompok mayarakat. Dari prilaku individu yang 
melanggar norma-norma yang ada, misal mengganggu kepentingan orang lain, mengangganggu 
kepentigan umum dan ketertiban masyarakat merupakan pelanggaran dan kejahatan 
     Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permaianan tebakan 
berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar 
dari pada jumlah uang atau harta semula. Dalam KUHP perjudian diartikan segala pertaruhan 
tentang kalah menangnya suatu perlombaan, pertandingan, atau segala pertaruhan. Dalam pasal 
303 bis dipidana dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun, atau membayar denda 
sebesar-besarnya 10 (sepuluh juta rupiah. Dan diperberat pada pasal 303 KUHP dipenjara 10 
(sepuluh) tahun atau membayar denda sebesar-besarnya 25 (dua puluh lima juta rupiah). Setiap 
pasal yang mengatur mengenai perjudian memiliki kategori yang berbeda-beda dalam 
aturannya, untuk menentukan setatus pelaku atas perbuatan yang termasuk dalam jenis mana 
yang telah seseorang lakukan. Hal ini diperlukan untuk mempermudah proses hukum yang akan 
ia jalani dan memperjelas tindakan-tindakan hukum yang akan didapatnya. Perlu diketahui 
bahwa judi mengandung beberapa unsur agar dapat dikatakan sebagai bentuk perbuatan 
perjudian, seperti adanya harapan memang, sifatnya untung-untungan saja, dan harapan akan 
itu bertambah besar karena kecerdasan dan kebiasaan pemain.5
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     Pemilihan kepala Desa (pilkades) ini dilakasanakan setiap 6 tahun sekali dan para penjudi 
beserta bandarnya hadir saat pemilihan kepala desa di pandanrejo kecamatan wager, di 
kabupaten Malang, bukan hanya masyarakat setempat yang ikut berpartisipasi dalam perjudian 
tersebut, tapi juga ada yang dari luar desa, luar kota bahkan luar pulau jawa. 
 
PEMBAHASAN 
     Standar demokratis pemilu internasional mengharuskan adanya penyelenggaraan pemilu 
yang berintegritas (election with integrity). Standar pemilu berintegritas menyatakan, pemilu 
hanya akan diakui dan memiliki legitimasi politik dan hukum apabila dijalankan tepat waktu 
sesuai jadwal (on stage electoral process), dijalankannya kerangka hukum pemilu (electoral 
justice system) secara tepat dan tanpa pandang bulu, dan prosedur yang dijalankan mengarah 
pada terlaksanakan integritas pemilu (Adopt procedures to safeguard the integrity of its 
operations), dan dikedepannya pemilih (voters) sebagai manivestasi dari pemangkuan 
kedaulatan rakyat, dan nyata-nyata bahwa pemilu dioperasikan secara jujur dan adil (free and 
fair election). Integritas pemilu (Electoral integrity) juga memuat proses suara– pemilih 
dihitung dan direkapitulasi secara akurat, terbuka, dan akses publik memadai, hasil-hasil pemilu 
(election results) sama dengan apa yang dikehendaki rakyat pemilih saat menyampaikan hak 
memilihnya (the right to vote) di TPS, partisipasi pemilih pada derajat penilaian memadai, serta 
terwujudnya hasil-hasil pemilu (election results) yang merefleksikan setinggi mungkin derajat 
representasi dari setiap daerah pemilihan. Untuk mencapai pemilu yang berintegritas, standar 
pemilu juga meniscayakan para penyelenggara pemilu (electoral management body) yang juga 
berintegritas; oleh karena proses/ tahapan pemilu yang berintegritas dan hasil-hasil pemilu yang 
diakui berintegritas, prasyarat utamanya adalah dimulai dari berintegritasnya para petugas dan 
administrator pemilu umumnya.6 
Faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian saat pemilihan kepala desa berlansung 
     Secara keseluruhan dari  data yang tercatat di polres kabupaten kepanjen malang, mulai 
tahun 2015 sampai tahun 2019 adalah sebanyak 9 (sembilan) pelaku kejahatan perjudian dari 7 
(tujuh)  kasus perjudian. Dari ke 7 (tuju) kasus tersebut diantaranya terjadi pada tahun 2017 
yaitu dengan 2 (dua) pelaku dan 2 (dua) kasus, pada tahun 2018 kejahatan perjudian saat 
pemilihan kepala desa di  kabupaten malang meningkat ada 3 (tiga) kasus dan 4 (empat) pelaku, 
dan pada tahun 2019 tercatat 2 (dua) kasus dari 3 (tiga) pelaku.
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     Dari hasil wawancara dengan kepolisian polres kepanjen bapak kanit IV Tipikor Rudi 
kuswoyo.S.H selaku inspektur polisi satu, penulis akan memaparkan faktor penyebab perjudian 
terjadi pada saat pemilihan kepala desa diwilayah hukum kabupaten malang: 
1. Faktor Kemiskinan (Ekonomi) 
     Kemiskinan hal yang menentukan dalam timbulnya kejahatan. Dikarenakan keadaan 
ekonomi, yang pekonomiannya dibawah rata-rata, ditambah lagi kebutuhan hidup yang 
meningkat membuat meerka terdesak dan menimbulkan fikiran negatif untuk melakukan 
kejahatan dan hal-hal yang menyimpang dari norma-norma hukum dan norrma agama. 
2. Faktor Pendidikan 
     Faktor pendidikan dilihat dari tinggi rendahnya pendidikan seseorang dalam bertingkah 
laku dimayarakat, semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan cenderung berfikir 
panjang sebelum berbuat sesuatu. Dan sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan 
seseorang maka cenderung tidak bisa berfikir panjang dan tidak memikirkan akibat dari 
perbuatannya, dan cenderung akan melakukaan perbuatan yang melanggar norma-norma 
hukum.7 
3. Faktor Hiburan 
     Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan menusia berdasarkan pertimbangan rasa 
senang dan rasa tidak senang, setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan yang 
buruk, perbuatan yang mana mendatangkan kesenangan dan yang mana tidak 
mendatangkan kesenangan.8 
     Faktor hiburan adalah segala sesuatu yang berbentuk prilaku penghibur dan pelipur hati 
untuk menghilangkan prasaan sedih.9 Dalam pemilihan kepala desa di kabupaten malang 
malang ini perjudian sudah menjadi hiburan bagi masyarakat dan untuk meramaikan 
pilkades yaitu dengan perjudian saat pemilihan kepala desa berlansung. 
     Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sedih 
yang akan diperoleh dari perbuatan melanggar hukum ini. Demikian faktor hiburan yang 
menyebabkan orang berjudi di pilkades dikarenakan mencari kesenangan dan ikut 
meramaikan pemilihan secara tidak lansung, maka secara tidak lansung orang-orang yang 
datang ke pemilihan kepala desa akan berupaya untuk ikut bermain judi atau taruhan dari 
berbagai daerah-daerah, karena yang menjadi hiburan adalah proses perjudian atau pada
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saat perhitungan suara yang di dapat para calon, sehingga banyak orang yang datang dari 
derah-daerah lain untuk meramaikan pemilihan kepala desa tersebut 
     Menurut jeremy bentham memandang bahwa seorang individu bertindak sebagai hasil 
dari “kehendak bebas” dan digerakkan oleh hendonisme. Hendonisme merujuk pada 
“prinsip kesenangan” asumsi bahwa tujuan hidup adalah memaksimalkan kesenangan dan 
menjahui penderitaan, hingga penderitaan yang diperkirakan datang dari aktivitas tertentu 
tanpak melebihi kesenangan yang diharapkan.10 
4. Faktor kebiasaan  
     Faktor kebiasaan adalah pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang 
dilakukan seseorang bekali-kali akan suatu hal yang sama. Kabiasaan merupakan pengaruh 
besar akan terjadinya kejahatan perjudian pemilihan kepala desa kab. Malang. Dikarenakan 
adanya pengaruh kebiasaan yang menganggap bahwa judi dalam pilkades sudah menajdi 
kebiasaan dari tahun ketahun sehingga perjudian selalu dibuat ajang perjudian setiap kali 
diadakan pemilihan kepala desa 
     Menurut lemert juga membedakan antara penyimpangan primer dan skunder, 
penyimpangan primer adalah tindakan awal dari pelanggaran yang timbul dikarenakan 
pelaku dipandang tidak berarti bagi keperibadiannya. Sedangkan penyimpangan skunder 
terjadi apabila pelaku mengatur kembali ciri-ciri sosio psikologisnya di sekitar peranan 
perbuatan menyimpang 
     Penyebab pelaku sering melakukan kejahatan karena sudah terbiasa. Menurut merton 
ada dua (2) unsur yaitu: 
1. Unsur struktur sosial 
2. Unsur struktur kultural 
     Yang terpenting dari teori ini, yaitu terdiri atas tujuan-tujuan yang sudah membudaya 
seperti dorongan hidup orisinal manusia. Tujuan ini sedikit banyak merupakan kesatuan, 
tergantung dari fakta empiris, dan didasari urutan nilai, d aturan-aturan dan cara-cara 
konterol yang diterima untuk mencapai suatu tujuan. 
     Dengan demikian faktor kebiasaan memiliki pengaruh yang sangat besar akan terjadinya 
perjudian, dimana masyarakat dengan mudah berjudi dan mendapatkan ruang dan tempat 
bermain judi di muka umum. Dapat dikatakan perjudian di kab. Malang ini sudah menjadi 
tradisi atau kebiasaan masyarakat, Berjudian saat  Pilkades dilaksanakan. 
5. Faktor lingkungan 
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     Faktor lingkungan ini adalah salah satu faktor pemicu terjadinya tindak pidana perjudian 
saat pemilihat kepala desa dan juga faktor pergaulan yang sama-sama mempengaruhi 
mental seseorang, tekanan dari suatu lingkungan atau kelompok masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam perjudian yaitu dalam bentuk ajakan seorang teman dan di ceritai judi 
yang menghasilkan untung yang sangat banyak. 
     Kejahatan adalah hasil dari pengaruh lingkungan terhadap organisme yang rendah 
tingkatannya. Seorang melakukan kejahatan dikarenakan meniru situasi yang ada di 
sekitarnya maupun lingkungannya. Sebagai maluk sosial, manusia selalu hidup 
berkelompok dalam istilah Zoom politikon, artinya manusia adalah makluk sosial yang 
halnya menyukai hidup berkelompok dan mencari teman untuk hidup berdampingan atau 
bersama. 
     Faktor lingkungan ini menurut Sudarso, manusia merupakan makluk sosial, untuk 
melansungkan hidupnya harus berdampingan dan bekerja sama satu dengan yang lainnya.11 
Dapat disimpulkan bahwa pengaruh lingkungan dalam masyarakat memanglah besar 
pengaruhnya, dan lebih besar lagi pada mental seseorang untuk bermain judi saat pemilihan 
kepala desa, meskipun sifat manusia berbeda satu sama yang lain, tidak dapat dihindari 
banyak orang yang dalam kebiasaan hidup dan pendapatannya mengikuti lingkungannya, 
dimana dalam hal pemilihan kepala desa adalah suatu pesta demokrasi yang besar, sehingga 
dimaanfaatkan sebagai ajang peerjudian.   
6. Faktor kemenangan  
     Faktor kemenangan ini diperoleh jika melakukan perjudian. Pelaku cenderung sudah 
mengetahui bocoran dari masyarakat tentang calon yang akan menang siapa, sehingga 
pelaku semakin yakin dan harapan kemenangannya di depan mata. 
Upaya kepolisian dalam menindak secara hukum pelaku perjudian saat pemilihan 
Kepala Desa 
     Upaya penanggulangan kejahatan represif atau pemberantasan, langka-langkanya sebagai 
berikut: 
1. Melakukan penyelidikan dan penyidikan 
     Dengan upaya penyelidikan dalam mencari informaasi untuk menumukan tindak pidana 
perjudian saat pemilihan kepala desa di wilayah hukum kabupaten malang. penyelidikan 
dilakukan berdasarkan: 
1) Berita acara pemriksaan TKP
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2) Laporan polisi 
3) Berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi 
4) Laporan yang diterima lansung oleh penyelidik atau penyidik 
5) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan untuk : 
a. Mencari bukti-bukti untuk menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan, sudah 
masuk unsur tindak pidana apa belom. 
b. Persiapan pelaksanaan penindakan dan pemeriksaan. 
c. Melengkapi keterangan bukti yang telah diproses agar lebih jelas sebelum ditindak 
lanjuti.12 
2. Melakukan penangkapan 
     Pengertian penangkapan yang teercantum dalam pasal 1 angka 20 KUHP seseorang bisa 
ditangkap bila sudah bersetatus tersangka atau terdakwa terlebih dahulu. Karena 
pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan menunjukkan 
surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan. Dilakukan 
tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka atau 
terdakwa segera setelah penangkapan.  
3. Melakukan penahanan  
     Penahan dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tersangka atau terdakwa, penahanan 
adalah sebuah instrument hukum selama seorang sedang menjalani proses hukum sampai 
dijatuhkannya vonis oleh pengadilan. Alasan seorang tersangka untuk dilakukannya 
penahanan, apabila tersangka telah diduga melakukan tindak pidana dan melanggar norma-
norma hukum atau undang-undang. 
4. Pelimpahan perkara ke kejaksaan 
     Pelimpahan perkara ke kejaksaan ini adalah tahap penyerahan berkas, dalam penyidikan 
telah dianggap selesai. Dalam penyerahan berkas perkara oleh penyidik, 14 hari hari waktu 
penuntut umum untuk meneliti berkas perkara hasil penyelidikan, jika berkas pekara 
tersebut belum lengkap dalam waktu 14 hari berkas tersebut akan dikembalikan kepada 
penyidik. Bahkan di hari 14 pun masih bisa dikembalikan berkas perkara tersebut jika masih 
belum lengkap. Dalam waktu 7 hari penuntut umum wajib memberitahukan penyidik 
apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum, penyidik menyerahkan tanggung 
jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Penyidikan ini dianggap
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selesai bilamana dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas atau 
hasil penyidikan tersebut. 
 
KESIMPULAN 
     Tindak pidana perjudian dapat dirumuskan dalam dua Pasal yakni Pasal 303 dan 303 bis. 
Kedua Pasal ini merupakan suatu perbuatan Perjudian dianggap kejahatan antara lain adalah 
kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menggunakan 
kesempatan bermain judi bersama-sama dengan orang lain. Dalam rangka penertiban perjudian, 
Pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dalam Undang-Undang No.7 tahun 1974, yang di dalam 
Pasal 1, mengatur semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. 
      Di sini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk Perjudian tanpa izin adalah kejahatan, tetapi 
sebelum tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (Pasal 303 KUHP), ada pula yang berbentuk 
pelanggaran (Pasal 542 KUHP) dan sebutan Pasal 542 KUHP, kemudian dengan adanya 
Undang-Uundang No.7 1974 diubah menjadi Pasal 303 bis KUHP. 
     Dalam Pasal 2 ayat (1) UU. No.7 1974 hanya mengubah ancaman hukuman Pasal 303 ayat 
(1) KUHP dari 8 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya 90.000 (Sembilan puluh ribu 
rupiah), menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 
25 (dua puluh lima juta rupiah). Di dalam Pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan Pasal 303 ayat 
(1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan 
kesempatan, serta turut serta bermain judi, diperberat menjadi 4 tahun penjara atau denda 
setinggi-tingginya 10 (sepuluh juta juta rupiah) dan ayat (2) di jatuhan hukuman bagi mereka 
yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya 6 tahun atau denda setinggi-tingginya 
15 (lima belas juta rupiah). Dan Unsur-unsur tindak pidana perjudian adalah permainan atau 
perlombaan dan untung-untungan serta adanya sifat taruhan. 
     Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus perjudian kepala desa. Berdasarkan fakta-
fakta hukum yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa dan hasil wawancara dengan bapak 
kanit VI TIPIKOR POLRES kepanjen bpk. Rudi Kuswoyo.S.H. bahwa Secara keseluruhan dari 
data yang tercatat di Polres Kabupaten Kepanjen Malang, mulai tahun 2015 sampai tahun 2019 
adalah sebanyak 9 (sembilan) pelaku kejahatan perjudian dari 7 (tujuh) kasus Perjudian. Dari 
ke 7 (tuju) kasus tersebut diantaranya terjadi pada tahun 2017 yaitu dengan 2 (dua) pelaku dan 
2 (dua) kasus, pada tahun 2018 kejahatan perjudian saat pemilihan kepala desa di kabupaten 
malang meningkat ada 3 (tiga) kasus dan 4 (empat) pelaku, dan pada tahun 2019 tercatat 2 (dua) 
kasus dari 3 (tiga) pelaku.




    Guna menghindari maraknya praktik perjuadian yang ada, pemberian sanksi yang tegas 
amatlah penting terhadap pelaku kejahatan tindak pidana perjudian agar mendapat efek jera 
bagi pelaku tindak pidana perjudian.  
     Penulis juga berharap akan peran aktif masyarakat dalam membasmi “penyakit masyarakat” 
ini sendiri. Dengan kata lain, masyarakat bersedia melaporkan dan membantu mengawasi para 
pelaku kejahatan perjudian dengan menggunakan kartu (joker) ini yang terjadi di tengah-tengah 
kehidupan mereka, bukan malah membiarkannya begitu saja. 
     Dan diharapkan juga kesadaran masyarakat agar lebih sadar dalam setiap tindakan yang 
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